
 

 

 

 

        BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 
PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

 NOMOR  11  TAHUN 2024 

TENTANG 

 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

ESA BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

perihal Penganggaran penerimaan pendapatan daerah bantuan bencana perlu dimuat dalam Peraturan 

Bupati Seram Bagian Timur maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024;



 

 

Mengingat :      1.    Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4350); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 



 

 

9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 



 

 

15. Peraturan Pemerinta Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2009 tentang 

Bantuan KeuanganPada Partai Politik; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 



 

 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 



 

 

dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 



 

 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Perubahan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor.); 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar 

dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714); 

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah  dan  

Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum dang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); 

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi 

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana 



 

 

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2005– 2025; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram 

Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Seram Bagian timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Timur Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 

Tahun 2017 Nomor 144); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur 2021 Nomor 201.a, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Seram Bagian Timur Nomor 160.a); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Angaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur  2024 Nomor 218, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 176 Tahun 2024); 

43. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan 

Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 519); 

44. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan 



 

 

Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 520); 

45. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 522); 

46. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 557); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

 
Pasal  1 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud  dengan: 

 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang  dibahas  dan disetujui  bersarna  oleh  

Pemerintah  Daerah  dan Dewan  Perwakilan   Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  ditetapkan  

dengan  Peraturan  Daerah. 

2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih. 

3. Belanja     Daerah    adalah     kewajiban    pemerintah     daerah     yang    diakui     sebagai    



 

 

pengurang    nilai kekayaan bersih. 

4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. 

5. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

6. Bupati adalah  Bupati Seram Bagian Timur. 

7. Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah  adalah   Dewan Perwakilan   Rakyat Kabupaten Seram 

Bagian Timur. 

 
Pasal 2 

 

APBD  terdiri  atas  pendapatan  daerah,  belanja daerah,   dan  
pembiyaan daerah. 

 

 
Pasal 3 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan  sebesar Rp. 

949.734.329.188,00,- bertambah sebesar   Rp. 73.765.152.568.00,- sehiangga menjadi Rp. 

1.023.499.481.756.00,- dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

Jumlah Pendapatan Sebelum Perubahan     Rp. 949.734.329.188,00,- 

Jumlah Pendapatan Sebelum Perubahan     Rp. 971.497.636.118,00,- 

Bertambah/(Berkurang)           Rp. 21.763.306.930,00,- 

2. Belanja 

Jumlah Belanja Sebelum Perubahan       Rp. 949.734.329.188,00,- 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan       Rp. 1.023.499.481.756.00,- 

Bertambah/(Berkurang)           Rp. 73.765.152.568.00,- 

3. Pembiayaan 



 

 

a. Penerimaan 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  Sebelum Perubahan   Rp. 2.445.500.000.00,- 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  Setelah  Perubahan    Rp. 54.447.345.638.00,- 

Bertambah/(Berkurang)           Rp. 52.001.845.638.00,- 

b. Pengeluaran 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan       Rp. 2.445.500.000,- 

 

Jumlah Pembiayaan Netto         Rp.  52.001.845.638.00,- 

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran       Rp.  52.001.845.638.00,- 

 
 

Pasal  4 

 

Uraian   lebih      lanjut     anggaran   pendapatan     dan    belanja    daerah        sebagaimana  dimaksud   

dalam   pasal    2, tercantum  dalam Lampiran  yang merupakan  bagian tidak  terpisahkan  dari  

Peraturan   Daerah   Kabupaten Seram Bagian Timur ini terdiri dari : 

 

 

1 Lampiran   I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan tahun anggaran 2024; 

 

2 Lampiran   II Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 

2024 ; 

 

 

3 Lampiran   III.a Daftar nama penerima, Alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang 

diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024; 

 



 

 

 

 
4 Lampiran 

III.b 
Daftar nama penerima, Alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima 

serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024; 

 
5. 

 
Lampiran 
IV.a 

 

Daftar nama penerima, Alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang 

diterima serta SKPD pemberi bantuan tahun anggaran 2024 

 
6. 

 
Lampiran 
IV.b 

 

Daftar nama penerima, Alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang 

diterima serta SKPD pemberi bantuan tahun anggaran 2024 

 
7. 

 
Lampiran V.a 

 

Daftar nama penerima, Alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang 

diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024; 

 
8 

 
Lampiran 
V.b 

 

Daftar nama penerima, Alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang 

diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024; 



 

 

 

Pasal 5 

Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

Perudang –undangan. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur. 

 
Ditetapkan di Bula 

pada tanggal 2 8  Februari  2024 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

 ttd 

ABDUL MUKTI KELIOBAS 

 
Diundangkan di Bula 

pada tanggal  28 Februari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 
 

 ttd 

 

MIRNAWATI DERLEN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 567 TAHUN 2024



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  

NOMOR 11  TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2024 

 

I. UMUM 

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manejemen dan kebijakan ekonomi yang dianggap sebagai instrumen dalam 

kebijakan ekonomi anggaran untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan 

pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.sehubungan dengan itu dalam undang-undang dasar 1945, 

disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan dan 

jenis belanja. hal tersebut berati bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, antar jeni 

belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. 

sejalan dengan upaya untuk menetapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja disektor publik perlu dilakukan 

perubahan klasifikasi anggaran yang dianggap relevan sesuai dengan kebutuhan. 

dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan akumulasi program daerah pada tiap sektor selama 

periode tahun tertentu yang harus dikelola dengan baik menuju good governance. 

 

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 

Cukup Jelas Pasal 2 

Cukup Jelas Pasal 3 

Cukup Jelas Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal  5 

Cukup Jelas  



 

 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

 


